
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2026-2030

URUSAN 
PEMERINTAH
YANG 
DILAKSANAKAN

: Fungsi lainnya.

TUGAS POKOK : Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian  administratif  terhadap  pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas dan
wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
serta pelayanan administratif.

FUNGSI : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat

Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan kebijakan

Daerah;
d. Pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  dan

wewenang  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah
Pusat;

e. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada
Instansi Daerah; dan

f. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh
Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
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TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,

Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan

Sumber Data)

(1) (2) (3)

Tujuan 1:
Meningkatkan 
kualitas 
Kebijakan 
Daerah

Indeks Kualitas 
Kebijakan

 Alasan Pemilihan Indikator :
Sekretariat Daerah salah satu tugas
dan  fungsinya  menyusun  dan
mengkoordinasikan  pelaksanaan
kebijakan di Jawa Tengah. Indikator
ini dipilih untuk mengukur kebijakan
yang  dirancang,  diterapkan  dan
berdampak  terhadap  tujuan  yang
diharapkan  melalui  indeks  kualitas
kebijakan yang dihasilkan di Provinsi
Jawa Tengah.

 Formulasi Pengukuran :
(Nilai x Bobot Komponen Pengungkit)
+ (Nilai x Bobot Komponen Hasil).

  Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif-Progres Positif

 Sumber Data :
Lembaga Administrasi Negara (LAN)

 Penanggungjawab :
Sekretariat Daerah Prov. Jateng

Sasaran 1

Meningkatnya 
sinergi 
kebijakan yang
adaptif dan 
berorientasi 
hasil

1) Indeks kematangan 
Kebijakan Lingkup 
Pemerintahan dan 
Kesejahteraan 
Rakyat

 Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengukur
implementasi  tingkat  kebijakan  di
Biro-biro  lingkup Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

 Formulasi Pengukuran :
Rata-rata hasil penilaian kematangan
kebijakan  pada  variabel  analisis
kebijakan Biro lingkup Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat.

 Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif-Progres Positif

 Sumber Data :
Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa
Tengah

 Penanggungjawab :
Asisten  Pemerintahan  dan
Kesejahteraan Rakyat
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2) Indeks kematangan 
Kebijakan Lingkup 
Ekonomi 
Pembangunan

 Alasan Pemilihan Indikator
Indikator ini dipilih untuk mengukur 
implementasi tingkat kebijakan di 
Biro-biro lingkup Ekonomi 
Pembangunan

 Formulasi Pengukuran :
Rata-rata hasil penilaian kematangan
kebijakan  pada  variabel  analisis
kebijakan  Biro  lingkup  Ekonomi
Pembangunan

  Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif-Progres Positif

 Sumber Data :
Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa
Tengah

 Penanggungjawab :
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

3) Indeks kematangan 
Kebijakan Lingkup 
Administrasi

 Alasan Pemilihan Indikator
Indikator ini dipilih untuk mengukur
implementasi  tingkat  kebijakan  di
Biro-biro lingkup Administrasi

 Formulasi Pengukuran :
Rata-rata hasil penilaian kematangan
kebijakan  pada  variabel  analisis
kebijakan Biro lingkup Administrasi.

 Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif-Progres Positif

 Sumber Data :
Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa
Tengah

 Penanggungjawab :
Asisten Administrasi

Tujuan 2

Meningkatkan 
kualitas 
pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
di perangkat 
daerah

Indeks Reformasi 
Birokrasi Sekretariat 
Daerah

 Alasan Pemilihan Indikator
Indikator  ini  yang  dapat
menggambarkan  kinerja  birokrasi
secara  komprehensif  baik  di  tingkat
daerah maupun di  tingkat  perangkat
daerah. Indeks RB perangkat daerah
juga dipilih dalam rangka mendukung
pencapaian  Indeks  RB  di  tingkat
pemerintah  daerah  yang  tertuang
sebagai  indikator  sasaran
pembangunan daerah
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 Formulasi  Pengukuran:
(Nilai x Bobot Komponen Pengungkit)
+ (Nilai x Bobot Komponen Hasil)

 Tipe Penghitungan:
Non Kumulatif-Progres Positif

 Sumber Data:
 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

 Penanggung Jawab :
Sekretariat Daerah Prov. Jateng

Sasaran 2

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
perangkat daerah

Indeks Manajemen 
Risiko

 Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator  yang  diterapkan  untuk
semua  perangkat  daerah  dalam
rangka  mendorong  setiap  perangkat
daerah  mampu  menerapkan
manajemen  risiko  dalam  proses
perencanaan  sampai  implementasi.
Indikator  ini  juga  dapat  digunakan
sebagai  instrumen pengawasan  dan
pengendalian perangkat daerah.

 Formulasi  Pengukuran:
Nilai  hasil  survei  kepuasan
masyarakat dari 9 unsur SKM (skala
1-4) yang dikonversi menjadi IKM

 Tipe Penghitungan:
Non Kumulatif-Progres Positif

 Sumber Data:
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

 Penanggung Jawab :
   Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah

Meningkatnya 
manajemen risiko 
perangkat daerah

Indeks Kepuasan 
Masyarakat

 Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator  ini  dipilih  untuk  mengukur
tingkat  pelayanan  setiap  perangkat
daerah kepada masyarakat atau publik
sesuai dengan tugas dan fungsi utama
pemerintah  adalah  sebagai  pelayan
bagi publik atau masyarakat.

 Formulasi  Pengukuran:
Total (Nilai komponen MR x Bobot)

 Tipe Penghitungan:
Non Kumulatif-Progres Positif
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 Sumber Data:
Sekretariat Daerah Prov. Jateng - Biro
Organisasi

 Penanggung Jawab :
Asisten Sekda Provinsi Jawa 
Tengah

       Semarang, 31 Maret 2026
a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

 Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

${ttd}

Dr.Ir.AR. Hanung Triyono, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196611291992031005
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